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BI S MI LLAH I RRAH MANI RRAHI M

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BESAR,

bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri
Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2Ol9
tentang Pedoman Penyusunan Anggararr Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2O2O dan Qanun Kabupaten
Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Besar, perlu
mengatur Standar Belanja untuk Pen5rusunan Rencana
Kegiatan Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran
Tahun Anggaran 2O2O;

bahwa rnemperhatikan rapat Tim Anggaran Pemerintah Daerah
Kabupaten Aceh Besar dcrrgan Badan Anggaran Dewan
Peru,akilan Ralryat Kabupaten Aceh Besar pada hari rabu
tanggal 30 Oktober 2019;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Standar Belanja Pemerintah Kabupaten Aceh
Besar Tahun Anggaran 2020.

Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam
Lingkungan Wilayah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor lO92l;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan
Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 75, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia

4. undang -ura^rs!r||

3.

Nomor 4286l.;



4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OA4

Nomor 5, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor a355);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44381;

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2OOO tentang Pemerintahan
Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nornor
62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
a633);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 56791;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OlO Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5165);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 201,9 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2079 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);

10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2Al8 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 33);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2Ol9 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2O2O (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor 655);

13. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2006 tentang
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Besar
(Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2006 Nomor
o3); )v

14. Qanun.\."fr-



14. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh
Besar (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2016
Nomor 03).

MEMUTUSKAN:

MenetapKAn : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR BELANJA
PEMERINTAH KABUPATBN ACEH BESAR TAHUN ANGGARAN
2020.

Pasal 1

Standar Belanja Pemerintah Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2O2O adalah
satuan belanja berupa harga satuan dan tarif yang ditetapkan sebagai pedoman
penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daeralt dan
Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Pasal 2

Standar Belanja Pemerintah Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2O2O

berfungsi sebagai batas tertinggi harga satuan dalam Dokumen Anggaran.

Pasal 3

Rincian Standar Belanja Pemerintah Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2020
sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Honorer, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
(PPPK) yang diperbantukan pada SKPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh
Besar hanya diperbolehkan menerima honorarium maksimal pada 4 (empat)
Tim / Kepanitiaan berbeda yang bersifat simultan / terus menerus.

Pasal 5

(1) Perangkat Daerah dapat menggunakan paling banyak 5% (lima persen) dari
Alokasi Dana Alokasi Khusus Fisik untuk mendanai kegiatan penunjang yang
berhubungan langsung dengan kegiatan Dana Alokasi Khusus Fisik sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(21 Kegiatan penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. desain perencanaan untuk kegiatan kontraktual;
b. biaya tender;
c. honorarium fasilitator kegiatan Dana Alokasi Khusus Fisik yang

diiakukan swakelola;
d. penunjukan konsultan pengawas kegiatan kontraktual;
e. penyelenggaraan rapat koordinasi;
f. perjalanan dinas ke/dari lokasi l<egiatan dalam rangka perencanaan,

pengendalian dan pengawasan; dan
g. pelaksanaan reviu oleh Inspektorat;



Pasal 6

Semua Peraturan Bupati Aceh Besar dan Keputusan Bupati Aceh Besar yang
mengatur besaran honorarium atau satuan belanja yang bertentangan dengan

Standar Belanja Pemerintah Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2O2O

sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini dinyatakan tidak
berlaku.

Pasal 7

Seluruh pembayaran honorarium/tunjangan/satuan belanja dan sejenisnya atau
besaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Besar hanya
mempedomani Standar Belanja Pemerintah Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran
2O2O dan Peraturan Perundangan-undangan lainnya.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Besar.

Ditetapkan di Kota Jantho
pada tanggal 31 Oktober 2019 M

3 Rabiul Awal l44l H

^fi"roorr 
ACBH 

To*,P

Diundangkan di Kota Jantho
pada tanggal 31 Oktober 2019 M

3 Rabiul Awal 7441 H

Q,

BtrRITA DAERAH KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN 2019 NOMOR 31
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4

MAWARDI

SEKRBTARIS DAERAH
KABUPATBN ACBH BESAR,

ISKANDAR
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